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RINGKASAN

Anggaran negara menjadi salah satu alat politik fiskal untuk mempengaruhi arah dan

percepatan pendapatan nasional. Anggaran yang akan digunakan tergantung pada keadaan

ekonomi yang dihadapi. Pada keadaan ekonomi yang normal dipergunakan anggaran negara

seimbang, kemudian dalam keadaan ekonomi yang deflasi biasanya dipergunakan anggaran

negara defisit dan sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang inflasi dipergunakan anggaran

negara yang surplus(Nourmanita, 2016).

Tugas pokok aparat birokrat sebagaiabdi negara juga sebagai abdi masyarakat antara lain

tercermin dalam tugas pokoknya dibidang pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat. Era reformasi yang didengungkan sebagai era perubahan menuju kondisi

yang lebih baik dari era sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap

birokrasi cenderung menurun. Ini sebagai akibat buruknya pelayanan birokrasi terhadap

masyarakat yang direpresentasikan dengan akuntabilitas aparat birokrat (Mulaningsih, 2019).

Pemerintah pusat dalam hal ini selaku pengelola APBN, secara berkesinambungan

memperbaiki tata kelola keuangan, melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan untuk

memaksimalkan pengelolaan keuangan negara berkualitas yang profesional, transparan dan

akuntabel. Melalui berbagai proses, dirumuskan formulasi-formulasi bagaimana menciptakan

tata kelola keuangan yang baik sekaligusmemberikan kemudahan dalam memahami pengelolaan

pelaksanaan anggaran.

Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran ditandai dengan telah

banyak diterbitkannya peraturan-peraturan secara terstrukur oleh pemerintah pusat mulai dari

perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pengawasan anggaran. Selain itu

perkembangan pemanfaatan teknologi informasi juga memberikan dampak akan munculnya

formulasi-formulasi yang lebih sederhana sebagai pedoman atau acuan dalam penetapan kinerja

pelaksanaan anggaran.

Formulasi berupa indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran ditujukan untuk

memberikan kemudahan pemahaman bagi pengelola keuangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) di daerah, namun hal tersebut ternyata belum berdampak signifikan

dalam peningkatan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Hambatan

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.



dalammeningkatkan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran antara lain terkait dengan

edukasi berupa tingkat pemahaman para pengelola keuangandalam pengelolaan kinerja

pelaksanaan anggaran. Hambatan tersebut bisa menjadi salah satu penyebab pengelola keuangan

APBN kurang atau bahkan tidak memahami bagaimana mengelola APBN secara benar sehingga

menyebabkan kinerja pelaksanaan anggaran tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Kendala lain berupa tingkat implementasi pemahaman pengelola keuangan APBN dan

tindak lanjutnyayang belum optimal padapengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran dalam

bentuk monitoring dan evaluasi juga turut menyebabkan penurunan kinerja pelaksanaan

anggaran.

Berdasarkan Permasalahan Yang Diuraikan Tersebut Maka, Peneliti Mengambil Judul:

Dampak Edukasi Dan Evaluasi Berkala Terhadap Peningkatan Pengelolaan Kinerja Keuangan

Pada Wilayah Kerja KPPN Solok

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh edukasi

terhadap peningkatan pengelolaan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada instansi

pengelola keuangan APBN wilayah kerja KPPN Solok. (2) Untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh kegiatan monitoring evaluasi (monev) secara berkala terhadap terhadap peningkatan

pengelolaan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada instansi pengelola keuangan

APBN. (3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh edukasi dan monitoring evaluasi (monev)

terhadap peningkatan pengelolaan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada instansi

pengelola keuangan APBN wilayah kerja KPPN Solok.

Tahapan yang dilakukan pada metode penelitian ini adalah (1) Observasi lapangan (2)

Membagikan kuisioner. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif korelatif.

Luaran dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional ber ISSN,

laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.

Edukasi, Monitoring Evaluasi (Monev) Berkala dan Peningkatan Pengelolaan Penilaian

indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kata kunci maksimal 5 kata



LATAR BELAKANG

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam

rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai

pertumbuhan ekonomi serta menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat berjalan secara optimal, maka

sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat

dan sistematis(Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, 2015).

Anggaran negara menjadi salah satu alat politik fiskal untuk mempengaruhi arah dan

percepatan pendapatan nasional. Anggaran yang akan digunakan tergantung pada keadaan

ekonomi yang dihadapi. Pada keadaan ekonomi yang normal dipergunakan anggaran negara

seimbang, kemudian dalam keadaan ekonomi yang deflasi biasanya dipergunakan anggaran

negara defisit dan sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang inflasi dipergunakan anggaran

negara yang surplus(Nourmanita, 2016).

Tugas pokok aparat birokrat sebagaiabdi negara juga sebagai abdi masyarakat antara lain

tercermin dalam tugas pokoknya dibidang pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat. Era reformasi yang didengungkan sebagai era perubahan menuju kondisi

yang lebih baik dari era sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap

birokrasi cenderung menurun. Ini sebagai akibat buruknya pelayanan birokrasi terhadap

masyarakat yang direpresentasikan dengan akuntabilitas aparat birokrat (Mulaningsih, 2019).

Pemerintah pusat dalam hal ini selaku pengelola APBN, secara berkesinambungan

memperbaiki tata kelola keuangan, melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan untuk

memaksimalkan pengelolaan keuangan negara berkualitas yang profesional, transparan dan

akuntabel. Melalui berbagai proses, dirumuskan formulasi-formulasi bagaimana menciptakan

tata kelola keuangan yang baik sekaligusmemberikan kemudahan dalam memahami pengelolaan

pelaksanaan anggaran.

Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran ditandai dengan telah

banyak diterbitkannya peraturan-peraturan secara terstrukur oleh pemerintah pusat mulai dari

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian

tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.



perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pengawasan anggaran. Selain itu

perkembangan pemanfaatan teknologi informasi juga memberikan dampak akan munculnya

formulasi-formulasi yang lebih sederhana sebagai pedoman atau acuan dalam penetapan kinerja

pelaksanaan anggaran.

Formulasi berupa indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran ditujukan untuk

memberikan kemudahan pemahaman bagi pengelola keuangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) di daerah, namun hal tersebut ternyata belum berdampak signifikan

dalam peningkatan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Hambatan

dalammeningkatkan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran antara lain terkait dengan

edukasi berupa tingkat pemahaman para pengelola keuangandalam pengelolaan kinerja

pelaksanaan anggaran. Hambatan tersebut bisa menjadi salah satu penyebab pengelola keuangan

APBN kurang atau bahkan tidak memahami bagaimana mengelola APBN secara benar sehingga

menyebabkan kinerja pelaksanaan anggaran tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Kendala lain berupa tingkat implementasi pemahaman pengelola keuangan APBN dan

tindak lanjutnyayang belum optimal padapengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran dalam

bentuk monitoring dan evaluasi juga turut menyebabkan penurunan kinerja pelaksanaan

anggaran.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan telah menyusun rumusan jangka

panjang dalam pencapaian peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran termasuk

mengatasi berbagai hambatan yang ada. Paket Undang-undang Keuangan Negara  yang terdiri

dari Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang (UU) No. 1

Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan bentuk nyata

implementasinya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan seperti dengan

pemberian pemahaman, implementasi pemahaman serta tindak lanjut atas implementasi

pemahaman para pengelola keuangan APBN dalam bentukedukasi dan monitoring evaluasi

(monev) yang selama ini telah dilaksanakan, ternyata dirasa kurang mampu memberikan dampak

yang maksimal dalam peningkatan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Hal

ini tercermin dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang belum konsisten dalam



beberapa tahun terakhir terakhir. Data penilaian kinerja di tahun 2015 sebesar 92,13%, tahun

2016 sebesar 92,27%, tahun 2017 sebesar 98,50%, tahun 2018sebesar 91,98% serta tahun 2020

sebesar 92,27%.

Pengelola keuangan APBN sebagai orang yang memiliki tanggungjawab dalam

pengelolaan keuangan negara termasuk juga meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran,

harusmelihat inkonsistensi kinerja pelaksanaan anggaran yang terjadi beberapa tahun terakhir di

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok dari sisi tingkat pemahaman akan

pengelolaan keuangan negara dalam hal ini edukasi serta bentuk implementasi dan tindak lanjut

dari pemahaman dari pengelola keuangan APBN dalam mengelola kinerja pelaksanaan

anggaran. KPPN Solok sebagai bendahara umum negara yang menyalurkan APBN di daerah

dituntut mampu menemukan alternatif solusi melalui optimalisasi pemahaman pengelola

keuangan APBN pada instansi di wilayah kerjanya, sehingga dapatmenjaga konsistensi

peningkatan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada periode mendatang.

KPPN Solok telah melakukan berbagai upaya pengelolaan keuangan APBN dalam rangka

meningkatkan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Selanjutnya,

sepengetahuan peneliti belum ditemukan ada peneliti lain yang meneliti apakah terdapat

pengaruh atau tidak terkait edukasi dan monitoring evaluasi (monev) secara berkala terhadap

peningkatan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) sehingga peneliti tertarik

untuk mengetahui apakah pengaruh edukasi dan monitoring evaluasi (monev) para pengelola

keuangan APBN dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaranOleh karena itu saya

melakukan penelitian dengan Dampak Keterampilan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Jumlah

Produksi Batako (Studi Kasus Produksi Batako Kota Solok).

Berdasarkan Permasalahan Yang Diuraikan Tersebut Maka, Peneliti Mengambil Judul

Dampak Edukasi Dan Evaluasi Berkala Terhadap Peningkatan Pengelolaan Kinerja Keuangan

Pada Wilayah Kerja KPPN Solok.



TINJAUAN PUSTAKA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada awalnya merupakan indikator

kinerja utama penyerapan anggaran dan pencapaian output yang kemudian bertansformasi

mengikuti kompleksitas perkembangan pengelolaan keuangan dan tata cara pengukurannya

sebagaimana mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor SE-32/MK.1/2015.

Indikator Kinerja Pelaksaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur pengelolaan

keuangan negara yang berkualitas dalam bentuk indikator-indikator kinerja pelaksanaan

anggaran.Pada lingkup yang lebih sederhana, dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN)Solok sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah memiliki tugas

memberikan dukungan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan APBNinstansi yang berada di

wilayah kerjanya(Peraturan Menteri Keuangan RI, 2018).

Ruang lingkup merupakan batasan yang memiliki cakupan dari kegiatan penelitian

dengan tujuan memberikan penekanan yang lebih terfokus pada suatu permasalahan. Pada

indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), rincian ruang lingkup dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

(BUN) yang selanjutnya didelegasikan ke KPPN sebagai instansi vertikal di daerah.

Pengukuran tingkat pemahaman akan pengetahuan pengelolaan kinerja pelaksanaan

anggaran termasuk implementasinya di daerah menjadi tanggung jawab KPPN, para

pengelola keuangan secara berkala di monitoring dalam hal implementasi pemahaman serta

dilakukan evaluasi dalam bentuk tindak lanjut atas pemahaman pengelolaan kinerja

pelaksanaan anggaran.

2. Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran belanja Kementerian

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dalam

bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan

dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil

penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber

pustaka 10 tahun terakhir.



Negara/Lembaga yang dilakukan oleh masing-masing Menteri/Ketua Lembaga selaku

pelaksana anggaran yang didelegasikan kepada instansi/instansi pelaksana Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengelola keuangan secara mandiri memiliki tanggung

jawab dalam peningkatan pemahaman pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran,

pengukuran tingkat pemahaman menjadi pertimbangan evaluasi sehingga bisa memberikan

kontribusi yang maksimal dalam peningkatan indikator kinerja pelaksananaan anggaran

(IKPA). Tingkat pemahaman, implementasi pemahaman serta tindak lanjut atas hasil

evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan kinerja pelaksanaan

anggaran.

3. Monitoring dan evaluasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan

dengan beberapa kriteria yang terbagi sesuai kebutuhan.

Penilaian atas indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) merupakan acuan dalam

menentukan tindak lanjut atau evaluasi terhadap pengelola keuangan APBN dalam

mengimplementasikan tingkat pemahamannya dalam pelaksanaan anggaran. Pengelola

keuangan negara tertinggi berada dalam kekuasaan Presiden yang selanjutnya didelegasikan

kepada Menteri terkait sesuai kewenangannya. Kewenangan yang diberikan bersifat umum dan

khusus, kewenangan yang bersifat umum mayoritas terkait dengan kebijakan umum dan arah

prioritas pengelolaan APBN sedangkan kewengan yang bersifat khusus terkait dengan teknis

pengelolaan APBN secara rinci.

Monitoring dan evaluasi adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda yaitu

kata monitoring dan evaluasi namun memiliki keterkaitan yang erat dalam pencapaian tujuan

yang optimal. Monitoring adalah proses mengumpulkan dan menyajikaninformasi yang

berkaitan dengan pencapaian tujuan spesifik. Selanjutnya evaluasi mengacu pada proses

monitoring tersebut, namunpada tingkatan yang lebih jauh, informasi yang telah dikumpulkan

lantas dianalisis, dan hasilnya dijadikan sebagai bahan untuk menyampaikan suatu pertimbangan

yang lebih penting (Mustofa, 2012).

Evaluasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan monitoring serta

berkaitan erat. Evaluasi memiliki fungsi sebagai pengukur kemajuan, alat perencanaan dan alat

perbaikan. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk penilaian suatu kegiatan agar lebih baik

kedepannya, sehingga kesalahan-kesalahan yang ditemukan saat kegiatan dapat segera dicari

solusinya agar tidakterjadi lagi di waktu mendatang. (Elfindri, 2011).



Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak

terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk

mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil

informasi tentang nilai dan memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah

evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian(Elfindri, 2011).

Perbedaan antara monitoring dan evaluasi adalah monitoring dilakukan pada saat program

masih berjalan sedangkan evaluasi dapat dilakukan baik sewaktu sewaktu program itu masih

berjalan ataupun program itu sudah selesai.

METODE

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian deskriptif korelatif.Menurut Sugiyono

(2012: 59). Deskriptif korelatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk melihat

hubungan antara dua variabel atau lebih.Variabel yang mempengaruhi disebut variabel

independen, sedangkan variabel yang terpengaruh oleh variabel independen disebut variabel

dependen.Variabel independen dalam penelitian ini adalah DampakEdukasi Dan Monitoring

Evaluasi (Monev) Berkala dan variabel dependennya adalah Pengelolaan Penilaian Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Ikpa).

Data kuantitatif data yang diperleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung yang

diperoleh dari kuisioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.Adapun

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif.Dalam penelitian ini

penulis menggunakan sumber data primer adalah sumber data yang menghasilkan data secara

langsung dari sumber yang diteliti atau data secara langsung  dari hasil observasi dengan cara

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata.

Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir

dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang

jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan.

Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan

penelitian yang diusulkan.



memberikan kuesioner kepada pengelola keuangan instansi APBN di wilayah kerja KPPN

Solokyang dapat memberikan data atau informasi yang berhubungan dengan penulisan proposal

penelitian ini.

Berdasarkan data yang diperoleh Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

pengelola keuangan APBN di wilayah kerja KPPN Solok yang terdiri atas 64 pengelola

keuangan APBN.Mengingat jumlah populasi tidak terlalu banyak, maka teknik pengambilan

sampel yang digunakan adalah sampel total (Total Sampling). Alasan pengambilan total

sampling adalah jumlah populasi kurang dari 100, seluruh populasi dijadikan sampel penelitian

semuanya. Pada penelitian ini, sampel yang diteliti adalah 64 pengelola keuangan instansi APBN

di wilayah kerja KPPN Solok.

Langkah-langkah penelitian ini adalah 1) Observasi lapangan, 2) merumuskan

permasalahan, 3) membuat dan membagikan kuisioner,  4) merumuskan dan menganalisis data

yang didapatkan ke program olah data, 5) mengolah data, 6) melakukan analisis data sesuai

materi, 7) penyusunan laporan penelitian, 8) menyusun artikel dan publikasi.

JADWAL

No Nama Kegiatan
Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan

penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
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